
 
 

BUPATI  WONOGIRI 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

NOMOR 1 TAHUN 2015 

 
T E N T A N G 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

TAHUN ANGGARAN 2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI WONOGIRI, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Bupati mengajukan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah 

Tahun 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri 

TahunAnggaran2014; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor13 Tahun 1950tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 

SALINAN 
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan  Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
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Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5240); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tetang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tetang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 tahun 
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 
22); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 

2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten WonogiriTahun Anggaran 2014(Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 10); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5Tahun 
2014tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2014 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 
5). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 
dan 

BUPATI WONOGIRI 

 
MEMUTUSKAN  : 

 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAHTENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2014. 

 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban APBD berupa Laporan Keuangan 
memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas; dan 

d. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan 

Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah. 
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Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut  : 

 

a. Pendapatan    Rp. 1.712.184.966.496,00 

b. Belanja     Rp. 1.652.579.863.799,00 
Surplus     Rp.   59.605.102.697,00 

c. Pembiayaan  : 

-  Penerimaan    Rp. 179.607.679.759,00 
-  Pengeluaran     Rp. 14.256.075.000,00 
Pembiayaan Netto   Rp.165.351.604.759,00 

 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 sebagai berikut  : 
 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                     

Rp.4.535.037.781,00dengan rincian sebagai berikut  : 
a.  Anggaran pendapatan setelah  
 perubahan   Rp.1.707.649.928.715,00 

b.  Realisasi    Rp.1.712.184.966.496,00 
Selisih lebih   Rp.4.535.037.781,00 

 
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

(Rp.219.306.864.851,00)dengan rincian sebagai berikut  : 

a.   Anggaran belanja setelah  
 perubahan   Rp.1.871.886.728.650,00 

b.  Realisasi    Rp.1.652.579.863.799,00 
Selisih (kurang)   (Rp.219.306.864.851,00) 
 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah 
Rp.223.841.902.632,00 dengan rincian sebagai berikut  : 
a.   (Defisit) setelah perubahan (Rp.164.236.799.935,00) 

b.   Realisasi    Rp.59.605.102.697,00 
 Selisih lebih   Rp.223.841.902.632,00  

 
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah  Rp.105.879.824,00dengan rincian sebagai 

berikut  : 
a.   Anggaran penerimaan  

pembiayaan   Rp.179.501.799.935,00 
b.   Realisasi    Rp.179.607.679.759,00 

Selisih lebih   Rp. 105.879.824,00 

 
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah (Rp.1.008.925.000,00)dengan rincian sebagai 

berikut  : 
a.   Anggaran pengeluaran  

pembiayaan  Rp.15.265.000.000,00 
b.   Realisasi    Rp.14.256.075.000,00 

Selisih (kurang)   (Rp.1.008.925.000,00) 
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(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto 

sejumlahRp.1.114.804.824,00dengan rincian sebagai 
berikut  : 
a.   Anggaran pembiayaan netto Rp.105.879.824,00 

b.   Realisasi    (Rp.1.008.925.000,00) 
Selisih lebih  Rp.1.114.804.824,00 

 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b 
Per 31 Desember2014sebagai berikut  : 

a. Jumlah aset    Rp.3.289.682.423.460,06 

b. Jumlah kewajiban   Rp.2.618.032.732,00 

c. Jumlah ekuitas dana   Rp.3.287.064.390.728,06 

 
Pasal 5 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat 
(1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2014 sebagai berikut  : 

a. Saldo Kas awal per  

 1 Januari 2014   Rp. 168.694.299.682,00 

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas 

Operasi     Rp. 271.773.040.717,00 

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas 

Investasi Aset Non Keuangan  (Rp. 218.253.840.465,00) 

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas 

Pembiayaan           (Rp. 11.200.026.133,00) 

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas 

Non Anggaran       Rp.3.006.009.592,00 

f. Saldo Akhir Kas di Bendahara  

Pengeluaran            Rp.  101.083.485,00 

g. Saldo Akhir Kas di BLUD  Rp.     10.843.817.443,00 

h. Saldo Akhir Kas Lainnya  Rp.       509.488.991,00 

i.  Saldo Kas akhir per  

31 Desember 2014   Rp.225.473.873.312,00 

 
Pasal 6 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat 
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif  atas pos-

pos laporan keuangan. 
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Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari  : 

a. Lampiran I :  Laporan Realisasi Anggaran. 

Lampiran I.1 : Ringkasan   Laporan  Realisasi Anggaran  
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 

Lampiran I.2 :  Rincian Laporan   Realisasi   Anggaran   
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan,  Belanja dan 
Pembiayaan; 

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Daerah menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah; 

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Lainnya; 

Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum 
diselesaikan sampai Akhir Tahun dan 

Dianggarkan Kembali dalam Tahun 
Anggaran Berikutnya; 

Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi 

  Daerah. 

b. Lampiran II : Neraca 

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas 

d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

Pasal 8 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (2) terdiri dari  :  

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan 
Daerah ini. 

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI 
Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 9 

Bupati menetapkan Paraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih 
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

 

 
 

Pasal 10 

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri. 

 
 
 

 Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 11 Agustus 2015 

BUPATI WONOGIRI 

 
Cap  ttd 

 
 
DANAR RAHMANTO 

 
 

 
 
Diundangkan di  Wonogiri 

pada tanggal 11 Agustus 2015 
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN 
WONOGIRI 

 
Cap ttd 

 
SUHARNO 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2015 
NOMOR 1 

 
 
 

NOMOR REGRISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI 
JAWA TENGAH : ( 1/2015 ) 
 

 
 

 
 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Bagian Hukum 

Cap. ttd 

Joko Suhatno, SH 
NIP. 196011201991031002 


